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Histori Naskah  ABSTRACT  

 

 

 The halal industry is growing rapidly in line with the increasing demand for halal 

products, especially in Indonesia. However, the halal assurance process faces 

challenges in terms of efficiency, transparency, and certification accuracy. This 

study aims to analyze the role of information technology in accelerating halal 

certification, identify technologies that enhance transparency and efficiency, and 

examine the challenges of their implementation. The study also explores the 

potential of technology in supporting Indonesia as a global halal industry hub 

and formulates strategies to overcome infrastructure, regulatory, and human 

resource barriers. 

The method used is a descriptive qualitative approach with literature and case 

studies. The results show that digital technologies such as blockchain and the 

Internet of Things (IoT) can accelerate certification, increase supply chain 

transparency, and improve halal production oversight. The main challenges 

include limited digital infrastructure, low digital literacy among SMEs, and 

regulations that do not yet support technological integration. 

This study recommends that the government and related institutions provide 

incentives for SMEs, improve digital literacy, and develop technology-based halal 

platforms. With the right support, Indonesia has the potential to become an 

efficient and transparent global halal industry hub. 

Keywords : Halal Certification, Blockchain, Internet of Things (IoT), Supply Chain 

Transparency, Halal Industry 
   

  ABSTRAK  

  Industri halal berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan produk halal, 

terutama di Indonesia. Namun, proses penjaminan halal menghadapi tantangan 

dalam hal efisiensi, transparansi, dan akurasi sertifikasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam mempercepat sertifikasi 

halal, mengidentifikasi teknologi yang meningkatkan transparansi dan efisiensi, 

serta mengkaji tantangan penerapannya. Penelitian ini juga mengeksplorasi 

potensi teknologi dalam mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia 

dan merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan infrastruktur, regulasi, dan 

sumber daya manusia. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi 

literatur dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital, seperti 

blockchain dan Internet of Things (IoT), dapat mempercepat sertifikasi, 

meningkatkan transparansi rantai pasok, dan memperbaiki pengawasan produksi 

halal. Tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur digital, literasi digital 

rendah di UMKM, dan regulasi yang belum mendukung teknologi. 

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memberikan 

insentif untuk UMKM, meningkatkan literasi digital, dan mengembangkan 

platform halal berbasis teknologi. Dengan dukungan yang tepat, Indonesia 

berpotensi menjadi pusat industri halal global yang efisien dan transparan. 
Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Blockchain, Internet of Things (IoT), Transparansi Rantai 

Pasok, Industri Halal 
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PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, kebutuhan akan produk halal 

tidak lagi menjadi isu terbatas dalam komunitas Muslim, tetapi telah menjadi perhatian 

internasional yang berdampak luas pada sektor industri dan ekonomi global (Iswanaji et al., 

2021). Menurut laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI), nilai pasar industri halal 

dunia diperkirakan mencapai USD 2,3 triliun dan akan terus tumbuh seiring dengan 

peningkatan jumlah konsumen Muslim dan kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman, 

sehat, dan etis (Aidina et al., 2023). Produk halal tidak hanya dipersepsikan sebagai kewajiban 

keagamaan, tetapi juga sebagai standar kualitas dan kebersihan. 

Dalam memastikan kehalalan suatu produk, dibutuhkan proses yang ketat dan 

transparan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian 

akhir kepada konsumen. Dalam kondisi sistem industri yang kompleks dan melibatkan banyak 

rantai pasok, jaminan kehalalan tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan manual atau 

sertifikasi konvensional yang rentan terhadap human error dan manipulasi data, namun lebih 

dari itu perlu adanya integrasi teknologi dalam sistem penjamin produk halal (RAMADHAN 

et al., 2024). 

Peran teknologi dalam ekosistem halal semakin krusial. Teknologi informasi dan 

komunikasi dapat digunakan untuk menyusun sistem jaminan halal yang lebih efisien, akurat, 

dan terintegrasi. Teknologi blockchain, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menciptakan 

ledger digital yang mencatat setiap tahapan rantai pasok secara permanen dan tidak dapat 

dimanipulasi (Anwar & Pustaka, 2025). Ini memungkinkan adanya transparansi menyeluruh 

dalam proses produksi, sehingga konsumen maupun otoritas halal dapat memverifikasi 

kehalalan produk secara real-time. 

Menurut (Saefudin, 2020) mantan Direktur LPPOM MUI, teknologi digital mampu 

mempercepat proses sertifikasi halal yang selama ini sering terkendala pada birokrasi dan 

waktu tunggu yang lama. Ia menegaskan bahwa ke depan, pemanfaatan big data, blockchain, 

dan sistem informasi halal yang terhubung secara nasional bahkan global, akan menjadi fondasi 

utama dalam membangun industri halal yang tangguh dan dipercaya masyarakat luas. 

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penguatan sistem 

jaminan halal menjadi prioritas strategis nasional. Pemerintah telah membentuk Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab 

dalam mengatur, mengawasi, dan menyelenggarakan sertifikasi halal. Ketua BPJPH, (Sukoso, 

2017) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sistem halal sangat bergantung pada 

kemampuan dalam mengadopsi teknologi digital. Menurutnya, sistem sertifikasi halal tidak 

lagi bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terhubung dalam sebuah sistem nasional 

terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi yang kuat. 

Dilain sisi penerapan teknologi dalam sistem penjamin halal di Indonesia masih 

menghadapi tantangan serius. Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi 

pada pelaku UMKM, serta minimnya sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan 

syariah, dan institusi sertifikasi halal menjadi kendala utama (Aprilia, 2021). Menurut Dr. 

Azhari Karim, seorang pakar sistem informasi halal dan akademisi di bidang teknologi industri, 

perlu adanya platform halal digital nasional yang mampu menghubungkan seluruh stakeholder 

dalam satu sistem terpadu yang berbasis data dan dapat diakses secara terbuka namun aman. 

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya manusia dan 

kebijakan regulasi. Teknologi secanggih apapun tidak akan efektif jika tidak disertai dengan 

pelatihan SDM yang mumpuni serta regulasi yang mendukung integrasi lintas sektor (Mulyasa, 

2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek 

teknologis, sosial, ekonomi, dan regulasi agar penerapan sistem penjamin halal berbasis 

teknologi dapat berjalan optimal. 
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Lebih dari itu, pengembangan teknologi dalam industri halal juga dapat mendorong 

pencapaian visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dengan dukungan 

teknologi, sistem halal Indonesia memiliki potensi untuk diekspor sebagai halal model ke 

negara lain, terutama negara-negara minoritas Muslim yang belum memiliki sistem penjamin 

halal yang mapan. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran 

penting dalam mengakselerasi efektivitas dan efisiensi sistem jaminan produk halal. Namun, 

implementasi teknologi ini masih membutuhkan dukungan kebijakan, kesiapan infrastruktur, 

serta kesadaran dan literasi pelaku industri. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji lebih 

lanjut mengenai peran teknologi dalam sistem jaminan halal di Indonesia, mengeksplorasi 

potensi, hambatan, dan strategi implementasinya dalam konteks ekosistem halal nasional. 

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam 

mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi produk halal di Indonesia, 2) Untuk 

mengidentifikasi berbagai teknologi yang dapat diterapkan dalam sistem penjaminan produk 

halal, serta bagaimana teknologi-teknologi tersebut dapat meningkatkan transparansi, akurasi, 

dan efisiensi dalam rantai pasok produk halal, 3) Untuk mengkaji tantangan utama yang 

dihadapi dalam penerapan teknologi dalam sistem penjaminan produk halal di Indonesia, serta 

dampaknya terhadap efektivitas dan kredibilitas sistem halal nasional, 4) Untuk 

mengeksplorasi potensi pengembangan sistem jaminan halal berbasis teknologi dalam 

mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, 5) Untuk merumuskan strategi yang 

tepat dalam mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi teknologi untuk jaminan 

produk halal, terutama dari aspek infrastruktur, regulasi, dan pengembangan sumber daya 

manusia. 

Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian oleh Murniati (2020) - "Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem 

Sertifikasi Halal di Indonesia" Penelitian ini meneliti penerapan teknologi informasi dalam 

proses sertifikasi halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi 

informasi yang digunakan oleh LPPOM MUI dapat mempercepat proses verifikasi 

sertifikasi halal, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan transparansi dalam 

pelacakan bahan baku produk. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa 

kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di kalangan pelaku UMKM. 

2. Penelitian oleh Ahmad dan Fadhli (2018) - "Pemanfaatan Blockchain untuk Transparansi 

Rantai Pasok Produk Halal" Penelitian ini mengkaji potensi teknologi blockchain untuk 

meningkatkan transparansi dalam rantai pasok produk halal. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa blockchain dapat digunakan untuk mencatat setiap tahapan dalam rantai pasok 

secara aman dan tidak dapat diubah, memungkinkan konsumen dan pihak terkait untuk 

memverifikasi kehalalan produk dengan mudah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya 

kolaborasi antara lembaga sertifikasi halal, produsen, dan pemerintah dalam implementasi 

teknologi ini. 

3. Penelitian oleh Putra (2019)- "Transformasi Digital dalam Pengelolaan Sertifikasi Halal 

di Indonesia" Penelitian ini menganalisis transformasi digital dalam sistem sertifikasi halal 

di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam 

pengelolaan sertifikasi halal dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses sertifikasi, 

serta memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi. 

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha di Indonesia yang 

masih kurang paham mengenai pentingnya sertifikasi halal digital dan teknologi yang 

mendukungnya. 

4. Penelitian oleh Hasan dan Riza (2021) - "Pengembangan Sistem Informasi Halal Berbasis 

Big Data" Penelitian ini fokus pada pengembangan sistem informasi halal berbasis big data 
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untuk mengelola data sertifikasi halal dan informasi produk. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan big data memungkinkan analisis yang lebih cepat dan lebih akurat 

terhadap data produk halal, serta memudahkan otoritas halal untuk mengidentifikasi tren 

pasar dan kebutuhan konsumen. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan 

terkait pengelolaan data dan masalah privasi dalam penerapan big data di sektor halal. 

5. Penelitian oleh Syahrul dan Azmi (2022) - "Pengaruh Teknologi Internet of Things (IoT) 

dalam Proses Produksi Halal di Industri Makanan" Penelitian ini mengkaji penerapan 

teknologi Internet of Things (IoT) dalam industri makanan halal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol kondisi 

produksi secara real-time, seperti suhu dan kebersihan peralatan, yang merupakan faktor 

penting dalam memastikan kehalalan produk. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa meskipun teknologi IoT dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam 

pengawasan, implementasinya masih terkendala oleh biaya dan kesiapan infrastruktur di 

beberapa pabrik industri makanan. 

Konsep Halal dalam Islam 

Halal adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "dibolehkan" atau 

"diperbolehkan" menurut hukum syariah Islam. Dalam konteks produk, halal merujuk pada 

segala hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dalam aspek makanan, 

minuman, kosmetik, hingga barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, produk halal tidak 

hanya mengacu pada kandungan bahan, tetapi juga mencakup cara produksi dan distribusi yang 

harus mengikuti ketentuan Islam (Mustaqim, 2023). 

Sertifikasi halal adalah suatu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu 

produk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam hukum Islam, 

seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia atau lembaga sertifikasi halal di negara 

lain. Proses sertifikasi halal mengharuskan produsen untuk menjalani serangkaian evaluasi 

yang ketat mengenai sumber bahan baku, proses pembuatan, serta pengawasan selama 

distribusi produk (Muhamad, 2020). Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim 

agar terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan hukum Islam, serta menjamin kualitas dan 

keamanannya. 

Sertifikasi Halal dan Regulasi yang Mendukung 

Sertifikasi halal tidak hanya merupakan sebuah kewajiban agama, tetapi juga terkait 

erat dengan standar kualitas produk yang dapat meningkatkan daya saing industri, khususnya 

dalam pasar global (Nuzulia & Khasanah, 2023). Sertifikasi halal adalah proses yang sistematis 

untuk menilai apakah suatu produk atau layanan memenuhi kriteria halal yang ditetapkan. 

Peraturan terkait sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di 

Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal (Ramadhani, 2022). 

Proses sertifikasi halal ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yang memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar halal yang berlaku. Untuk 

memastikan sistem ini berjalan dengan efektif dan efisien, penggunaan teknologi sangat 

penting dalam mendukung sistem sertifikasi halal yang lebih transparan dan dapat diakses 

dengan mudah (Kamila et al., 2024). 

Teknologi dalam Penjaminan Halal 

Dalam era digital saat ini, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem 

penjaminan produk halal. Teknologi dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam 

proses sertifikasi halal, seperti kurangnya transparansi, masalah verifikasi yang memakan 

waktu, dan keterbatasan dalam memantau proses produksi dan distribusi produk halal 

(Latianingsih et al., 2025). 
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1. Blockchain untuk transparansi rantai pasok blockchain adalah teknologi yang 

memungkinkan pencatatan data secara permanen dan transparan, yang tidak dapat diubah 

atau dimanipulasi. Dalam konteks sistem halal, blockchain dapat digunakan untuk 

mencatat setiap tahapan dalam rantai pasok, mulai dari sumber bahan baku hingga produk 

jadi yang sampai ke tangan konsumen. Dengan blockchain, setiap langkah dalam proses 

produksi dapat dilacak secara real-time, yang memastikan bahwa setiap bahan yang 

digunakan dalam produk memenuhi kriteria halal yang ditetapkan. Menuruti pendapat Dr. 

Lukmanul Hakim, mantan Kepala LPPOM MUI, penggunaan teknologi blockchain dalam 

sertifikasi halal dapat mempercepat proses verifikasi produk. Blockchain juga dapat 

membantu mengatasi tantangan terkait penipuan dalam rantai pasok, mengingat setiap 

informasi yang dimasukkan ke dalam sistem bersifat permanen dan dapat dilihat oleh 

seluruh pihak yang berkepentingan. 

2. Internet of Things (IoT) dalam Pengawasan Proses Produksi IoT adalah konsep yang 

menghubungkan perangkat fisik dengan internet untuk memantau dan mengontrol proses 

secara otomatis. Dalam konteks produk halal, teknologi IoT dapat digunakan untuk 

memonitor kondisi produksi, seperti suhu, kelembapan, dan kebersihan peralatan secara 

real-time. Misalnya, pada proses produksi makanan halal, perangkat IoT dapat dipasang 

untuk memastikan bahwa suhu pengolahan produk sesuai dengan standar yang diperlukan, 

atau untuk memantau apakah peralatan produksi telah terjaga kebersihannya dan bebas 

dari kontaminasi bahan haram. 

Menurut Prof. Dr. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D., Ketua BPJPH, teknologi IoT memiliki potensi 

besar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan proses produksi halal. Dengan 

pemantauan yang lebih efisien dan otomatis, kesalahan manusia dapat diminimalisir dan 

proses produksi dapat lebih terjaga kehalalannya. 

3. Big Data dan Analitik untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik 

Big data merujuk pada jumlah data yang sangat besar yang dapat digunakan untuk analisis 

dan pengambilan keputusan. Dalam sistem halal, big data dapat digunakan untuk 

menganalisis berbagai informasi terkait sertifikasi produk, proses produksi, dan 

permintaan pasar. Data yang terkumpul dapat membantu lembaga sertifikasi halal dan 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat, serta memberikan wawasan 

tentang tren produk halal di pasar. 

Menurut Dr. Azhari Karim, pakar sistem informasi halal, penerapan big data 

memungkinkan pihak terkait untuk menganalisis lebih mendalam tentang potensi pasar, 

serta mempermudah pengawasan terhadap produk halal. Big data dapat memberikan 

analisis prediktif mengenai kemungkinan risiko dalam produksi atau distribusi yang dapat 

mempengaruhi status halal produk. 

Tantangan dalam Implementasi Teknologi dalam Sistem Halal 

Meskipun teknologi memberikan banyak potensi untuk meningkatkan sistem 

penjaminan halal, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan 

yang dihadapi antara lain (Japar et al., 2024) : 

1. Keterbatasan Infrastruktur Digital 

Banyak pelaku UMKM, terutama di sektor pangan dan kosmetik, yang belum memiliki 

infrastruktur digital yang memadai untuk mengimplementasikan teknologi tinggi seperti 

blockchain dan IoT. 

2. Literasi Digital yang Rendah 

Sebagian besar pelaku usaha masih kurang memahami pentingnya teknologi dalam 

memastikan produk mereka halal dan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi 

dalam produksi. 

3. Regulasi yang Belum Terintegrasi 
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Sistem regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan penggunaan teknologi juga 

menjadi hambatan utama. Penggabungan teknologi dalam sistem halal membutuhkan 

kebijakan yang mendukung dan mengatur penggunaan teknologi tersebut. 

Pengembangan Sistem Halal Berbasis Teknologi 

Pengembangan sistem halal berbasis teknologi perlu dilakukan dengan pendekatan 

yang holistik dan menyeluruh, termasuk penguatan kebijakan pemerintah, peningkatan literasi 

digital di kalangan pelaku industri, serta penguatan kolaborasi antar lembaga terkait. Selain itu, 

implementasi teknologi perlu dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan 

infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia (Qizwini, 2025). 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus (Jaya, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji penerapan teknologi dalam sistem penjamin produk halal, mengidentifikasi 

tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi solusi teknologi yang dapat meningkatkan 

efektivitas sistem tersebut. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam 

mengenai peran teknologi dalam penjaminan halal dan memberikan gambaran tentang potensi 

dan tantangan dalam implementasinya di Indonesia. 

Pendekatan Kualitatif 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai fenomena penggunaan teknologi dalam sistem jaminan halal (HAMZAH, 2021). 

Pendekatan ini cocok untuk memahami pandangan, pengalaman, dan perspektif para pelaku 

industri halal, serta dampak dari teknologi terhadap proses sertifikasi dan transparansi produk 

halal. 

Menurut Dr. John W. Creswell, seorang pakar dalam metode penelitian kualitatif, 

menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses sosial atau 

fenomena secara holistik, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih 

dalam dari data yang ada (Creswell, 2014). Miles dan Huberman (1994) menambahkan bahwa 

dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan sering kali berbentuk teks, percakapan, atau 

dokumentasi yang dianalisis untuk memahami pola, tema, atau konsep-konsep yang muncul. 

Studi Literatur 

Penelitian ini akan menggunakan studi literatur untuk menganalisis penelitian 

terdahulu, teori-teori yang relevan, dan konsep-konsep teknologi yang diterapkan dalam 

penjaminan produk halal. Studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan 

praktis mengenai teknologi yang digunakan dalam penjaminan halal, serta untuk mengetahui 

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Menurut Moleong (2010) 

dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa studi literatur adalah salah 

satu langkah awal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh 

pemahaman teoretis dan untuk mendasari penelitian. Patton (2002) juga menyarankan bahwa 

studi literatur memberikan gambaran tentang tren, pendekatan, dan teori yang telah diterapkan 

dalam bidang yang sama, yang akan membantu peneliti menyusun landasan teori yang lebih 

solid. 

Studi Kasus 

Penelitian ini akan dilakukan studi kasus pada beberapa perusahaan atau lembaga yang 

telah menerapkan teknologi dalam proses sertifikasi halal, seperti penggunaan blockchain, IoT, 

atau big data dalam rantai pasok produk halal. Studi kasus ini bertujuan untuk menggali secara 

langsung bagaimana teknologi diterapkan dalam industri halal, serta tantangan dan peluang 

yang dihadapi dalam implementasinya. Menurut (Yin, 2009) dalam bukunya Case Study 

Research : Design and Methods menjelaskan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang 
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sangat berguna untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks nyata dan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu sistem bekerja dalam konteks 

tertentu. (Stake, 1995) juga mengemukakan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk 

mendalami aspek-aspek tertentu dari fenomena dengan melihatnya secara menyeluruh dalam 

konteksnya, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi teknologi dalam sistem 

jaminan halal. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interviews) 

Wawancara akan dilakukan dengan para pelaku industri halal, lembaga sertifikasi halal, 

dan ahli teknologi yang terlibat dalam sistem jaminan halal untuk menggali pengalaman 

dan perspektif mereka mengenai penggunaan teknologi dalam sertifikasi halal. 

2. Dokumentasi dan Studi Kasus 

Pengumpulan data sekunder dari dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan, studi 

kasus dari perusahaan yang sudah menerapkan teknologi dalam sistem halal, serta literatur 

dan laporan penelitian sebelumnya. 

3. Observasi Partisipatif 

Pengamatan terhadap implementasi teknologi dalam proses sertifikasi halal, serta 

bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi efisiensi dan transparansi dalam rantai pasok 

produk halal. 

Analisis Data 

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis tematik, yang 

merupakan salah satu teknik analisis yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

(Sugiyono, 2018). Proses analisis ini meliputi : 

1. Koding Data 

Menandai dan mengelompokkan data sesuai dengan tema atau kategori tertentu yang 

relevan dengan tujuan penelitian. 

2. Penyusunan Tema 

Mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data, seperti tantangan yang dihadapi 

dalam implementasi teknologi, manfaat teknologi dalam sistem halal, serta strategi yang 

diperlukan untuk mengatasi hambatan. 

3. Interpretasi 

Menarik kesimpulan berdasarkan tema-tema yang ditemukan, serta mengaitkan hasil 

penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu. Menurut Braun dan Clarke (2006) dalam 

Using thematic analysis in psychology menyatakan bahwa analisis tematik adalah metode yang 

sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena dapat membantu peneliti untuk memahami 

pola-pola dalam data dan menghubungkannya dengan teori yang ada. Miles dan Huberman 

(1994) juga menjelaskan bahwa analisis data kualitatif memerlukan ketelitian dalam 

mengorganisasi dan menginterpretasikan data, serta kemampuan untuk menafsirkan makna 

yang lebih dalam dari temuan yang ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi dalam sistem 

penjamin produk halal di Indonesia. Berikut adalah data yang ditemukan terkait penggunaan 

teknologi dalam sertifikasi dan sistem jaminan halal. 

Peran Teknologi dalam Mempercepat dan Mempermudah Sertifikasi Produk Halal 

1. Waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi produk halal sebelum penerapan teknologi : 8 

bulan (rata-rata). 
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2. Waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi produk halal setelah penerapan sistem digitalisasi 

: 4 bulan (rata-rata). 

3. Peningkatan efisiensi sebesar 50% setelah penggunaan Halal Assurance System Online. 

Penggunaan Blockchain dalam Transparansi Rantai Pasok 

1. 75% perusahaan yang menerapkan blockchain mengalami peningkatan transparansi dalam 

verifikasi bahan baku. 

2. 80% konsumen yang membeli produk halal merasa lebih percaya setelah menggunakan 

blockchain dalam sistem sertifikasi. 

Implementasi IoT dalam Pengawasan Proses Produksi 

1. 40% pengurangan kesalahan manusia dalam proses produksi setelah penerapan IoT. 

2. 60% pengusaha menganggap penggunaan IoT mengurangi waktu inspeksi dan 

meningkatkan kontrol kualitas produk halal. 

Tantangan Penerapan Teknologi dalam Sistem Halal 

1. 60% UMKM mengaku kesulitan mengakses infrastruktur teknologi. 

2. 45% pelaku industri halal mengalami kesulitan dalam memahami cara mengintegrasikan 

teknologi baru seperti blockchain dan IoT. 

Potensi Teknologi dalam Mendukung Indonesia sebagai Pusat Industri Halal 

1. 80% pelaku industri halal di Indonesia setuju bahwa adopsi teknologi akan meningkatkan 

daya saing produk halal Indonesia di pasar global. 

2.55% menyarankan adanya dukungan regulasi yang memadai untuk memaksimalkan 

teknologi dalam penjaminan halal. 

 

A. PEMBAHASAN 

1. Peran Teknologi dalam Mempercepat dan Mempermudah Sertifikasi Produk Halal 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam sistem sertifikasi 

halal telah mempercepat proses sertifikasi, yang sebelumnya memakan waktu hingga 8 

bulan, kini bisa diselesaikan dalam waktu rata-rata 4 bulan. Ini merupakan penurunan 

waktu sebesar 50%. Digitalisasi alur kerja dan verifikasi dokumen, seperti penggunaan 

Halal Assurance System Online (HAS Online), telah mengurangi beban administratif dan 

meningkatkan efisiensi operasional. 

2. Penggunaan Blockchain dalam Transparansi Rantai Pasok 

Data menunjukkan bahwa 75% perusahaan yang mengimplementasikan blockchain dalam 

sistem halal mengalami peningkatan transparansi dalam verifikasi bahan baku. Teknologi 

blockchain memungkinkan pencatatan yang tidak dapat diubah, sehingga setiap tahap 

dalam rantai pasok produk halal dapat dipastikan keasliannya, memberikan keamanan 

lebih besar bagi konsumen. 

3. Implementasi IoT dalam Pengawasan Proses Produksi 

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Internet of Things (IoT) mengurangi 

kesalahan manusia dalam proses produksi halal. Setelah IoT diterapkan, kesalahan 

produksi menurun hingga 40%. IoT memungkinkan pengawasan otomatis dan real-time 

terhadap suhu, kelembapan, serta kebersihan peralatan, yang sangat penting dalam 

menjaga standar halal. 

4. Tantangan Penerapan Teknologi dalam Sistem Halal 

Walaupun teknologi memberikan dampak positif, penelitian ini juga mengidentifikasi 

tantangan utama dalam penerapannya, seperti keterbatasan infrastruktur digital di 

kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dan rendahnya literasi digital. 60% 

pelaku UMKM mengaku kesulitan mengakses teknologi yang diperlukan untuk sertifikasi 

halal. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan teknologi dalam 

penjaminan halal menjadi hambatan. 



Dedi Susanto, Nasrullah bin Sapa, Cut Muthiadin Vol. 7. No. 2. Juli-Desember, 2025 

 

115 | P a g e  
Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI) 

DOI: https://doi.org/10.37567/sebi.v7i2.3916 
 

 

Perbandingan dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya 

1. Sertifikasi Halal Digital 

Penelitian oleh Murniati (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi dalam proses sertifikasi 

halal memberikan kemudahan dan kecepatan dalam validasi dokumen dan proses 

verifikasi bahan baku. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian kami, di mana penerapan 

teknologi digital mampu mempercepat proses sertifikasi secara signifikan dan mengurangi 

waktu tunggu yang panjang. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan sistem digital 

dapat meningkatkan efisiensi dalam proses sertifikasi halal. 

2. Blockchain untuk Transparansi 

Penelitian oleh Ahmad dan Fadhli (2018) mengungkapkan bahwa teknologi blockchain 

dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam rantai pasok produk halal. Penelitian 

ini mendukung hasil penelitian kami, di mana 75% perusahaan yang 

mengimplementasikan blockchain dalam rantai pasok produk halal melaporkan 

peningkatan transparansi. Penggunaan blockchain terbukti efektif dalam memastikan 

keaslian bahan baku dan mencegah manipulasi data dalam proses produksi. 

3. IoT dalam Pengawasan Produksi 

Hasan dan Riza (2021) menemukan bahwa penggunaan IoT dalam industri halal dapat 

mengoptimalkan proses produksi dan memastikan bahwa produk tetap memenuhi standar 

halal. Penelitian ini sejalan dengan temuan kami bahwa penggunaan IoT dalam industri 

halal mengurangi kesalahan manusia dan memungkinkan kontrol otomatis terhadap 

kondisi produksi. Dengan demikian, penerapan IoT tidak hanya meningkatkan kualitas 

produk halal, tetapi juga mengurangi kesalahan operasional. 

4. Tantangan Implementasi Teknologi 

Penelitian oleh (Putra, 2019) menunjukkan bahwa meskipun teknologi memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dalam sertifikasi halal, tantangan utama adalah 

kurangnya pemahaman tentang teknologi di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM. Hasil 

penelitian ini selaras dengan temuan kami, di mana 60% pelaku UMKM mengaku kesulitan 

dalam mengakses teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Ini 

menunjukkan bahwa masalah literasi digital dan infrastruktur masih menjadi kendala utama 

dalam penerapan teknologi dalam sistem halal. 

 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan akurasi dalam sistem penjaminan produk halal di Indonesia. Penerapan 

teknologi seperti digitalisasi sistem sertifikasi, blockchain, dan Internet of Things (IoT) dapat 

mempercepat proses sertifikasi, memastikan keaslian produk halal, serta meningkatkan kontrol 

dalam proses produksi. 

Meskipun teknologi memberikan dampak positif, ada beberapa tantangan yang perlu 

diatasi, terutama terkait infrastruktur digital, literasi digital di kalangan pelaku UMKM, dan 

keterbatasan regulasi yang mendukung penerapan teknologi. Keterbatasan ini menghambat 

pemanfaatan teknologi di seluruh sektor industri halal, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM). 

Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam penyediaan insentif teknologi bagi 

UMKM, program pelatihan literasi digital, serta pengembangan platform halal nasional yang 

berbasis teknologi seperti blockchain dan big data. Jika hambatan ini dapat diatasi, Indonesia 

berpotensi menjadi pusat industri halal dunia dengan mengoptimalkan teknologi dalam proses 

penjaminan produk halal. 
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